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ABSTRAK

Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk 

Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 

21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya 

rumah sakit yang sebelumnya adalah wadah sosial-kemanusiaan 

menjadi wadah mencari keuntungan ekonomi yang terbagi dalam 

saham. Pemenuhan kesehatan salah satunya penyediaan rumah sakit 

yang adalah tanggung jawab pemerintah, yang tidak bisa dialihkan 

kepada privat seperti halnya Perseroan Terbatas, hal tersebut telah jelas 

diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Hal ini kemudian menjadi 

latar belakang dan juga menjadi fokus utama kajian dari Disertasi 

yang berjudul “Politik Hukum Pasal 21 UU Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945”. 

Kajian penelitian disertasi ini difokuskan pada tiga permasalahan 

utama, yaitu (1) Apakah Rumah Sakit Privat yang dikelola oleh badan 

hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau 

Perseroan telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai landasan politik hukum Indonesia, (2) Mengapa 

pembuat undang-undang memasukan Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, padahal dalam Pasal 

34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara 
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bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan, (3) Bagaimana 

seharusnya politik hukum pengaturan bentuk rumah sakit privat ke 

depan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif 

atau metode doktrinal yang bersifat kualitatif untuk menganalisis data 

yang berpedoman pada norma-norma dalam peraturan perundang-

undangan yang berpedoman pada sila-sila Pancasila sebagai dasar 

politik hukum Indonesia, selain itu penelitian ini dilakukan wawancara 

( focused interview) kepada narasumber. Penelitian ini menyimpulkan 

tiga hal sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah, yaitu 

(1) bahwa kehadiran Rumah Sakit privat yang dikelola oleh badan 

hukum Perseroan Terbatas atau Perseroan bertentangan dan tidak 

sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar 

politik hukum nasional, (2) bahwa hadirnya Pasal 21 UU Rumah Sakit 

adalah kesengajaan pembentuk Undang-Undang, dikarenakan dalam 

pembahasannya tidak menjadikan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan 

Pancasila sebagai dasar politik hukum nasional, (3) bahwa seharusnya 

ke depan bentuk badan hukum rumah sakit privat tidak berbentuk PT, 

melainkan harus berbentuk yayasan dan perkumpulan, dikarenakan 

yayasan dan perkumpulan memiliki kekayaannya yang dipisahkan 

dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan dan sosial yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 

sebagai dasar politik hukum nasional.

Kata Kunci : Politik Hukum, Rumah Sakit, Privat,Pasal 34 ayat 

(3) UUD 1945.
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ABSTRACT

The presence of private hospitals managed in for of limited liability 

companies or companies as regulated in verse 21 of the hospital law has 

the effect of shifthing the purpose of attending a hospital which was 

previously a social humanitarian container into a forum for economic 

benefits diveded into shares. The healty fulfillment hospitals are one 

of goverment’s responsibilities, that cannot be transferred to private 

companies like libality companies, that was regulated in the 1945 

law, article 34, verse (3). This issue became the background and also 

the main focus of the desertation study entitled “The Political Law 

Verse 21 Of Law Number 44 Of 2009 Concerning Hospitals In The 

Perspective Of Article 34 Verse 3 Of The 1995 Law”. This desertation 

research is focus on the main causes such as: (1) Is a private hospital 

managed by a legal intenity for the profit purpose is a limited liability 

company or coorporation in accordance with the article 34 verse (3) of 

the 1945 constitution as a basis of Indonesian legal politics. (2) Why 

the legislators add the law of article 21 number 44, 2009 about the 

hospital, even though the article 34 of the 1945 constitution stipulates 

that the state is responsible for providing the health facilites. (3) How 

should political law regulate the form of hospitals in the future. The 

mothod that used was normative law or qualitative doctrinal methods 
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to analyzed the data that was guided by the norms in the laws and 

regulations which are guided by the precepts of Pancasila as the 

basis of Indonesian legal politics, in addition the research conducted 

interviews (focused interview) with source of this research concluded 

three things as contained in the formulations of the problems such 

as (1) That the presence of private hospital managed by a limited 

liability company or company is contrary to article 34 verse (3) of 

the 1945 constitution and pancasila as the basis of legal politics, (2) 

that the presence of the article 21 of the hospital law is a deliberation 

of the legislators, because in the disccusion does not make article 34 

verse (3) of the 1945 law and pancasila as the basis of national legal 

politics, (3) that the form of future private hospital legal entity will 

not be in the form of PT, but it should be form of foundations and 

associations, because foundations and associations has their own 

wealth is transferred and it is earmarked to achieve certain objectives 

in the field, religion, and social according to Pancasila and the 1945 

law as the basis of the national legal politics.

Keywords: Legal politics, hospitals, private, article 34 verse 3 of 

the 1945 constitution.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan 

bagi seluruh manusia. Manusia yang membutuhkan upaya-upaya 

perbaikan kehidupan tidak hanya ekonomi, dan sosial, namun 

perbaikan pada pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan 

dasar setiap manusia. Hal lain yang membuat pelayanan kesehatan 

sangat penting, dikarenakan setiap upaya pembangunan oleh 

pemerintah harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang 

diciptakan dengan baik dan sistematis untuk pembangunan nasional. 

Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, salah 

satunya menyediakan rumah sakit untuk memberi pelayanan 

kesehatan yang paripurna kepada setiap warga negara. Hakikatnya 

terbentuknya negara Indonesia merupakan gerakan luhur para 

pendiri negara, dan seluruh komponen warga negara untuk 

menghadirkan kesejahteraan. Pelayanan kesehatan paripurna adalah 

bentuk dari keberhasilan negara mensejahterakan setiap warga 

negaranya.1  

 
1 Hasrul Buamona,Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis Dokter, 
(Yogyakarta:Parama Publishing, 2015), hlm 2. 
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Berdasarkan bentuk pengelolaanya, rumah sakit terbagi 

dalam bentuk publik dan privat. Akan tetapi yang menjadi studi 

pembahasan adalah rumah sakit privat yang berbentuk perseroan 

terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah sakit, 

yang berbunyi “Rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang 

berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.”  Pada fakta yang lain, 

menunjukan telah terjadi perubahan rumah sakit privat berbentuk 

yayasan menjadi rumah sakit privat berbentuk PT, seperti halnya 

terjadi pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang sebelumnya berbentuk 

yayasan berubah menjadi PT, dikarenakan diberi peluang oleh Pasal 

20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit.2 

Rumah sakit privat berbentuk PT terjadi peningkatan dari 

tahun ke tahun, hal ini dalam penelitian Trisnantoro menunjukan 

bahwa selama 10 tahun terakhir pertumbuhan Rumah Sakit (RS) 

Swasta di Indonesia lebih besar (2,91% rata-rata per tahun) dari RS 

pemerintah (1,25% rata-rata per tahun). Pada tahun 1998, jumlah 

Rumah Sakit Pemerintah (589) lebih banyak dari Rumah Sakit Swasta 

(491) dengan selisih 98 buah. Sejalan dengan pesatnya perkembangan 

Rumah Sakit Swasta, pada tahun 2008 jumlah Rumah Sakit swasta 

meningkat menjadi 653 buah dan sakitpemerintah menjadi 667 Buah. 

Dengan demikian, selisih semakin mengecil yaitu 14 buah. Dalam 

 
2 Lihat https://www.rspkt.com/bontang/sejarah-sekilas-rs-pupuk-kaltim. Diakses pada 1 Februari 
2020 Jam 19.28 Wib. 
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waktu lima tahun terakhir, Rumah Sakit swasta berbentuk perseroan 

terbatas naik dua kali lipat menjadi 85 buah rumah sakit. Pertambahan 

terutama di daerah-daerah dengan ekonomi kuat. Rumah Sakit 

Yayasan mengalami pertumbuhan antara tahun 1998 sampai dengan 

2002. Setelah itu, jumlah RS yayasan tidak bertambah secara 

signifikan. Rumah Sakit Perkumpulan sedikit bertambah pada tahun 

2001.Selama 10 tahun terjadi perpindahan bentuk (migrasi) Rumah 

Sakit Swasta. Ada 26 Rumah Sakit Yayasan berubah menjadi Rumah 

Sakit PT. Sebaliknya hanya  5 (lima) Rumah Sakit PT berubah menjadi 

Rumah Ssakit Yayasan. Sebagian besar Rumah Sakit yang melakukan 

migrasi berada di kota-kota besar. Data ini menggambarkan dinamika 

kuat dalam sektor Rumah Sakit di Indonesia. Dinamika ini 

terpengaruh oleh kekuatan pasar yang besar di Indonesia. 

Sebagaimana suatu sektor yang dipengaruhi oleh pasar, akan terjadi 

variasi dalam mutu pelayanan.3 Namun pada sisi lain, penulis melihat 

dinamika ini juga dipengaruhi faktor lahirnya Pasal 21 dan Pasal 20 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 

Perlu diketahui bahwa badan hukum publik dan badan 

hukum privat memiliki perbedaan dalam Netherland Burgerlijk Wetboek 

(NBW). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) NBW dan Pasal 2 NBW, yang 

dimaksud badan hukum publik adalah Negara, Provinsi, Kotapraja 

dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang legislatif dalam hal ini 

untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan badan 

 
3 L Trisnantoro, Peran Departemen Kesehatan Sebagai Regulator Dan Operator Rumah Sakit. 
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. No.1 Maret 2009. Vol 12, hlm 1. 
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hukum privat diatur dalam Pasal 3 NBW adalah Perkumpulan, 

Perseroan Terbatas dan Yayasan, di mana kriteria badan hukum 

privat yakni memiliki tujuan tertentu seperti mencari keuntungan 

atau tujuan sosial, berkedudukan sama seprti orang perorangan yang 

tidak memiliki kewenangan seperti badan hukum publik.4 

Apabila kembali melihat Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit 

berbunyi “rumah sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan 

hukum yang bersifat nirlaba”. Melihat pasal ini, maka telah jelas 

pembentuk undang-undang sejak awal telah keliru dalam 

menempatkan badan hukum nirlaba yang adalah yayasan dan 

perkumpulan masuk dalam kategori badan hukum publik. Dari sini 

terdapat persoalan serius yang nantinya dapat membuat tidak jelas 

kedudukan hukum pengelolaan rumah sakit yayasan dan 

perkumpulan, selain itu akan mengubah paradigma masyarakat 

bahkan pemerintah bahwa yang dimaksud rumah sakit privat 

hanyalah rumah sakit berbentuk perseroan terbatas atau persero 

sebagaimana bunyi Pasal 21 UU Rumah Sakit. 

Pasal 21 UU Rumah Sakit, akan bertentangan dengan nilai-

nilai pelayanan kesehatan bersifat altruisme yang mengharuskan 

mendahulukan orang yang sedang sakit dalam hal ini pasien. Konsep 

rumah sakit privat dengan bentuk perseroan terbatas (PT), yang 

tujuan utama mencari keuntungan ekonomi, tentunya bertentangan 

 
4 A.A Gede D.H. Santosa, PerbedaanBadan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, Jurnal 
Komunikasi Hukum, No 2, Vol 5, Tahun 2019, hlm 165. 
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dengan landasan filosofis bahwa kesehatan merupakan hak asasi 

manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan serta tanggung jawab 

negara yang harus diwujudkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Menurut penulis, apabila kembali melihat Pasal 34 ayat (3) 

UUD 1945, jelas bahwa yang bertanggung jawab menyediakan rumah 

sakit adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam 

bentuk badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. 

Walaupun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Rumah Sakit, memberikan 

peluang untuk swasta membangun rumah sakit sebagai wujud 

partisipasi warga negara. Akan tetapi, seharusnya bukan dalam 

bentuk swasta Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 21 UU Rumah 

Sakit, melainkan seharusnya swasta yang diatur yakni dalam bentuk 

yayasan dan perkumpulan, dengan tujuan sosial-kemanusiaan, serta 

bukan mencari keuntungan ekonomi khususnya keuntungan bagi 

pemilik saham sebagaimana sifat dan bentuk Perseroan Terbatas. 

Dikarenakan pada sisi lain, rumah sakit privat yang berbentuk 

Perseroan Terbatas akan lebih merujuk dan menjadikan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) 

sebagai dasar  hukum dalam menjalankan usaha di bidang rumah 

sakit khususnya yang berbentuk privat Perseroan Terbatas (PT).  

Tujuan rumah sakit privat berbentuk perseroan terbatas 

(PT) yang mencari keuntungan ekonomi, berbeda jauh dengan rumah 

sakit berbentuk yayasan atau perkumpulan, yang tujuannya bukan 

untuk mencari keuntungan (nirlaba) yang tidak terbagi dalam saham-
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saham, seperti halnya rumah sakit yang didirikan oleh organisasi 

masyarakat Muhammadiyah dan rumah sakit lain, yang berbentuk 

yayasan atau perkumpulan. Terkait rumah sakit yang berbentuk 

yayasan dan perkumpulan, yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor :38/PUU-XI/2013 telah diakui, sebagaimana Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa :  

“Seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan 

hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan 

atau yayasan dan telah mendapat ijin dari Pemerintah 

sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit tetap sah dan harus di 

perpanjang ijinya,sehingga tidak memerlukan perubahan 

status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus 

didirikan untuk menyelenggarakan usaha 

perumahsakitan”. Selain itu Mahkamah Konstitusi dalam 

amar putusannya berbunyi “Pasal 7 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai 

Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang 

kegiatan usaha hanya bergerak dibidang perumah sakitan, 

kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh 

badan hukum yang bersifat nirlaba”.5   

 
5 Lihat Pendapat Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor: :38/PUU-XI/2013. 



7

RINGKASAN DISERTASI
HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.

 
 

 
 

saham, seperti halnya rumah sakit yang didirikan oleh organisasi 

masyarakat Muhammadiyah dan rumah sakit lain, yang berbentuk 

yayasan atau perkumpulan. Terkait rumah sakit yang berbentuk 

yayasan dan perkumpulan, yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor :38/PUU-XI/2013 telah diakui, sebagaimana Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa :  

“Seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan 

hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan 

atau yayasan dan telah mendapat ijin dari Pemerintah 

sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit tetap sah dan harus di 

perpanjang ijinya,sehingga tidak memerlukan perubahan 

status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus 

didirikan untuk menyelenggarakan usaha 

perumahsakitan”. Selain itu Mahkamah Konstitusi dalam 

amar putusannya berbunyi “Pasal 7 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai 

Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang 

kegiatan usaha hanya bergerak dibidang perumah sakitan, 

kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh 

badan hukum yang bersifat nirlaba”.5   

 
5 Lihat Pendapat Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor: :38/PUU-XI/2013. 

 
 

 
 

Terkait pendapat hukum Majelis Hakim Konstitusi di atas, 

Rumah sakit berbentuk perkumpulan atau yayasan yang 

pendiriannya sebelum lahir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit, tetap diakui dan sah secara hukum, 

dikarenakan Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya, juga 

melakukan pendekatan historis dan sosiologis bahwa rumah sakit 

berbentuk perkumpulan atau yayasan telah ada sebelum negara 

Indonesia ada, dan juga turut membantu pemerintah menyediakan 

pelayanan kesehatan. 

 Menjadi permasalahan kemudian, beberapa rumah sakit 

privat atau swasta menolak pasien yang mengikuti Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), misalnya rumah sakit privat 

yang digolongkan elit seperti Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah 

Sakit Medistra, serta Rumah Sakit Metropolitas. Alasan penolakannya 

ialah dikarenakan rumah sakit privat pajaknya sangat tinggi.6 Rumah 

sakit privat lain seperti halnya Rumah Sakit Mitra Keluarga berasalan 

bahwa mereka terbatas tempat tidur pasien karena tingkat 

okupasinya sekitar 70%.7 Selain masalah rumah sakit privat yang 

menolak BPJS sebagai program pemerintah pusat, yang tujuannya 

mensejahterakan dan kemanusiaan, ditemukan juga permasalahan 

sebuah rumah sakit privat yakni Rumah Sakit Pirngadi Medan yang 

menolak seorang pasien dikarenakan pasien tersebut penderita HIV 

AIDS. Alasan penolakan tersebut dikarenakan rumah sakit harus 

 
6 Transformasinews.com diakses 06 September 2016. 
7 Detikfinance.com diakses 06 September 2016.  
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mensterilkan ruangan operasi, serta segala peralatan medis yang 

digunakan untuk pasien tersebut, harus diganti dan rumah sakit tidak 

mau merugi akan tindakan medis tersebut.8 

Kasus bayi Debora adalah kasus yang sempat ramai 

perbincangan publik di Indonesia. Di mana dalam kasus tersebut, 

Rumah Sakit Mitra Keluarga (PT Ragam Sehat Multifita) meminta 

orang tua Debora untuk membayar uang muka oleh pihak rumah 

sakit. Padahal, uang muka tidak perlu dilakukan karena Debora 

memiliki kartu BPJS Kesehatan. terkait hal tersebut, Menteri 

Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek menjatuhkan sanksi 

administrasi untuk Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres terkait 

kematian bayi Debora. Keputusan tersebut merupakan hasil 

penelusuran investigasi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam 

surat resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

UM.0105/Menkes/395/2017 tertanggal 13 September 2017.9 

Asumsi penelitian ini berangkat dari ketentuan Pasal 21 UU 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang berbunyi “Rumah 

Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola 

oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan 

Terbatas atau Persero”. Maka kehadiran rumah sakit privat telah 

bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 

dikarenakan pemerintah telah mengalihkan sebagaian besar tanggung 

 
8 Medan Kompas.Com 24 Mei 2011.diakses pada 06 September 2016 
9 Lihat :https://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/15313261/kasus-bayi-debora-menkes-jatuhi-
sanksi-tertulis-untuk-rs-mitra-keluarga?page=all. Diakses pada 24  Januari 2020. 
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jawab konstitusionalnya untuk menyediakan fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam hal ini rumah sakit, kepada swasta yang berbentuk 

perseroan terbatas. 

Dalam penelitian ini, penulis tertarik mempertanyakan dan 

mengungkapkan, mengapa kemudian pembentuk undang-undang 

memasukan norma yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tersebut. Apabila dilihat, konsep hukum 

perseroan terbatas adalah konsep bisnis, yang tujuan utamanya 

adalah mencari keuntungan ekonomi, dan bukan untuk menjalankan 

fungsi sosial-kemanusiaan sebagaimana sumpah dokter dan sila ke-2 

(dua) Pancasila sebagai filosofi negara serta juga Pasal 34 ayat (3) UUD 

1945. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum 

dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau 

Perseroan telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai landasan politik hukum Indonesia 

? 

2. Mengapa pembuat undang-undang memasukan Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, padahal dalam Pasal 

34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa 

negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

kesehatan? 
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3. Bagaimana seharusnya politik hukum pengaturan bentuk 

rumah sakit privat ke depan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 

34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah 

sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai landasan politik hukum Indonesia.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuat undang-

undang memasukan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009, padahal dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara bertanggung 

jawab atas penyediaan fasiltas kesehatan.  

3. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan terkait 

bentuk rumah sakit privat kedepannya. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum hukum kesehatan, lebih khususnya lagi 

mengenai Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
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2009 Tentang Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945. 

 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini berguna untuk : 

a. Memberi masukan bagi pemerintah dalam membuat 

kebijakan khususnya kebijakan mengenai rumah sakit.  

b. Memberi manfaat bagi rumah sakit sebagai pedoman 

dalam menyusun kebijakan rumah sakit. 

c.  Memberikan pendidikan dan kampanye kepada 

masyarakat terkait ruang lingkup kebijakan dibidang 

hukum kesehatan khususnya rumah sakit. 

Secara penerapan diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan negara. 

 

E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, 

penulis telah mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya, yang 

sekiranya tidak secara khusus membahas politik hukum rumah sakit 

privat berbentuk dalam perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, namun 

membahas terkait rumah sakit privat berbadan hukum yayasan. Akan 

tetapi menurut penulis, beberapa penelitian sebelumnya oleh para 

peneliti yang lain tetap memiliki hubungan dengan Disertasi penulis, 

diantaranya : 
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1. Tesis M. Sutan A.Aziz F. Nasution yang berjudul 

“Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Pasca UU 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU 

Rumah Sakit). Dalam penelitian penulis bertujuan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan rumah sakit berbentuk badan hukum 

perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 

dan Pasal 21 (UU Rumah Sakit), mengetahui kesesuaian 

antara pengelolaan rumah sakit berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam 

pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 

tentang Rumah Sakit dengan bentuk badan hukum 

privat di Indonesia dan mengetahui pengaruh rumah 

sakit yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas 

sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dengan asas 

fungsi sosial yang terdapat didalam Undang-Undang 

tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian 

Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, 

dan hasil Analisa secara kualitatif, dan hasil Analisa data 

dipaparkan dengan metode deskriptif, yaitu dengan 

cara memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggolongan rumah 

sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas 
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sebagaimana diatur didalam pasal 20 dan 21 Undang-

Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

kesesuaian antara penggolongan rumah sakit berbentuk 

badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur 

didalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 44 

tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan bentuk badan 

hukum privat di Indonesia dan pengaruh rumah sakit 

yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit 

dengan asas fungsi sosial yang terdapat didalam 

undang-undang tersebut.10 

2. Kartika Putri dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Terhadap Rumah Sakit Berbentuk Unit Usaha 

PT Persero Menurut Undang-Undang Perseroan 

Terbatas dan Undang-Undang Rumah Sakit”. Dalam 

penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab 

hukum rumah sakit berbentuk unit usaha dan upaya 

pemisahan tidak murni rumah sakit tersebut dari PT 

Persero agar menjadi rumah sakit swasta yang mandiri. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada rumah sakit 

berbentuk unit usaha, tanggung jawab terhadap 

kesalahan dokter dipikul oleh unit usaha rumah sakit, 

sedangkan tuntutan kerugian atas kesalahan tersebut 

 
10 M.Sutan A.Aziz F.Nasution “Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Pasca UU Rumah 
Sakit. Tesis Magister Hukum Kesehatan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.2014. 
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menjadi tanggung jawab PT Persero. Selain itu, terkait 

proses hukum pemisahan terhadap rumah sakit 

berbentuk unit usaha PT Persero, pemisahan tersebut 

harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, 

yang tata cara pemisahannya sesuai dengan tata cara 

menurut UUPT dan PP No.27 Tahun 1998 serta 

memperhatikan aspek-aspek hukum terkait.11 

 

Melihat penelitian di atas, sangat berbeda dengan penelitian 

yang di teliti oleh penulis. Penelitian yang diteliti penulis terkait 

Politik Hukum Pasal 21 UU Rumah Sakit dalam Perspektif Pasal 34 

ayat (3) UUD 1945. 

 

F. Kerangka Pemikiran Teoritis 

1. Politik Hukum 

Menurut Ahmad Muliadi, memperhatikan Pembukaan 

UUD 1945 alinea ke- 4 (empat) menyebutkan dalam upaya 

mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, pembangunan 

hukum memainkan peran penting dalam menjamin dan melindungi 

kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Arah dan 

tujuan pembangunan dibidang hukum harus terus menerus 

diupayakan terfokus dan berharap menuju arah dan tujuan bernegara 

 
11 Kartika Putri, Tinjauan Hukum Terhadap Rumah Sakit Berbentuk Unit Usaha PT Persero 
Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Rumah Sakit. Skripsi 
Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2012. 
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sebagaiamana yang dicita-citakan. UUD 1945 dapat dijadikan sebagai 

landasan konstitusional sistem dan politik hukum nasional, atau apa 

yang disebut dengan grand design sistem hukum, sistem 

ketatanegaraan dan kepemerintahan. UUD 1945 tersebut, tidak hanya 

menjadi landasan tatanan hukum, melainkan juga kehidupan sosial, 

politik, ekonomi kultural, dan lain-lain. 12  

Menurut Solly Lubis, Pancasila yang merupakan 

paradigma-paradigma dasar bagi manajemen kehidupan bangsa, baik 

dalam rangka perumusan kebijakan (policy formulation), maupun 

perumusan peraturan perundang-undangan, dan nilai dasar yang 

paradigmatik itu ialah; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, 

Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan. Yang secara khas dan 

karakteristik, oleh bangsa kita dikembangkan  menjadi sila-sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Persmusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan 

Sosial. Yang semua ini mempunyai sifat yang khusus dengan prinsip 

yang dianut dengan bangsa lain,dikarenakan adanya perbedaan 

paradigma dasar yang menjadi latar belakang filosofinya.13 

 

2. Teori Negara Hukum  

Menurut Hendra Kasim, pada hakekatnya negara hukum 

adalah negara berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. 

 
12 Ahmad Muliadi, Politik Hukum,(Padang: Akademia Permata, 2013), hlm 88. 
13 Solly Lubis.Ibid, hlm 66. 
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Maksudnya adalah, segala tindakan kebijakan pemerintah dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada ketentuan 

hukum yang telah diatur. Dari konsep negara hukum tersebut, baik 

itu konsep negara hukum anglo saxon, eropa kontinental, negara 

hukum komunis dan konsep negara hukum Pancasila. Walaupun 

memiliki perbedaan, namun ada satu persamaan yang dapat ditarik 

benang merah substansi negara hukum, yakni penempatan konstitusi 

(UUD 1945) sebagai tumpuan dari sebuah negara hukum, dengan 

menjadikan hukum dalam kehidupan bernegara yang menempatkan 

semua orang sama dihadapan hukum.14 

 

3. Teori Badan Hukum 

Menurut Henry Hansmann dan Reinier Krakman, bahwa 

badan hukum seperti halnya individu (orang), terutama berkaitan 

dengan adanya asset atau kekayaan badan hukum, memiliki ciri antara 

lain; adanya pemisahan kekayaan, berkaitan dengan pemisahan 

kekayaan tersebut memberikan keuntungan bagi badan hukum 

tersebut. Penetapan pemisahan kekayaan dilakukan dengan adanya 

ketentuan hukum organisasi (perusahan), dan hak milik merupakan 

kontribusi yang esensial yang diberikan hukum perusahan pada 

kegiatan komersial.15 

 
14 Hendra Kasim, Impeachment Presiden,(Masohi: Maluku Press, 2015), hlm 21. 
15 Henry Hansmann dan Reinier Krakman, The essential role of organizationa law,  The Center 
for Law, Economic, and Business (Harvard law School Cambrige:2005) hlm 5. 
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Badan hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah 

badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas yang lebih 

khususnya Rumah Sakit Privat yang berbentuk Perseroan Terbatas, 

sebagaimana diatur Pasal 21 UU Rumah Sakit.  

 

4. Negara Kesejahteraan 

Pengertian welfare state atau negara kesejahteraan tidak 

dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (welfare) itu 

sendiri. Menurut Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), 

Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan 

sedikitnya mengandung 4 (empat) makna: sebagai kondisi sejahtera 

(well being); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan 

sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-

lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan 

sosial dan tunjangan sosial.16 

Selain Pembukaan UUD 1945 alinea ke- 2 dan ke-4 di atas, 

dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Soekarno juga 

mengungkapkan sebagai berikut17 : 

Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya 

kurang makan,pakaian menciptakan dunia baru 

 
16 Edi Suharto, “Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara”, Makalah Seminar, 
“Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di 
Indonesia”,Makalah disampaikan pada acara seminar IRE Yogyakarta dan Perhimpunan 
Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006. 
17 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya 
(Jakarta:UI Pres,1995), hlm43. 
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didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan ratu adil. Oleh 

karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, 

mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima 

prinsip-prinsip “social rechtvaardheid” ini, yaitu bukan saja 

persamaan politik tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita 

harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan 

bersama yang sebaik-baiknya. 

 

Menurut Sugeng Pujileksono, Implementasi konsep negara 

kesejahteraan di Indonesia sebagai sistem kenegaraan yang 

mengupayakan target memperkecil jurang pemisah antara kaya dan 

miskin melalui berbagai usaha pelayanan kesejahteraan 

warganegaranya. Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendasari dan 

sebagai ciri sistem negara kesejahteraan, yaitu: Pertama, cabang 

produksi yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. Kedua, usaha-usaha swasta diluar cabang-

cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak 

diperbolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan, sehingga tidak 

terjadi monopoli dan oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau 

bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat. Ketiga, 

negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyatnya, 

seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan 

kesehatan dan pendidikan.18 

 
18 Sugeng Pujileksono, Perundang-Undangan Sosial dan Pekerja Sosial (Malang:Setara 
Press,2016), hlm 69-70. 
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5. Konsep Hak Asasi Manusia  

Hak asasi manusia (HAM) di Indonesia secara jelas dapat 

ditemukan dalam Pembukaan UUD tahun 1945 khususnya Alinea ke-

1 dan ke-4 yang menyebutkan :  

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-

kemanusiaan dan peri-keadilan” dan Alinea ke-4 (empat) 

menyebutkan “Kemudian dari itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia 

dan Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta 
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dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.19 

 

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 (satu) dan ke-4 (empat) 

diatas, telah memperlihatkan bahwa lahirnya negara Indonesia telah 

menjadikan kemanusiaan dan keadilan sebagai pedoman dalam 

menyusun bangunan negara sampai pada proses pembuatan undang-

undang dan kebijakan pemerintahan. 

Menurut Mohammad Fajrul Falaakh, hak adalah sesuatu 

yang mungkin didapatkan atau mendapatkan. Upaya memenuhi hak 

dengan memperoleh sesuatu mengandaikan kewajiban pihak lain 

untuk “memberikan” hak. Ini disebut “hak positif” karena 

membutuhkan tindakan respirokal dari pihak lain. Hak memperoleh 

pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial ketika 

menganggur. Pada umumnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, 

termasuk dalam kategori “hak positif”. Hak juga pada sisi lain 

bermakna “negatif” karena pemenuhan hak membutuhkan 

pemberian orang lain. Namun mengharuskan pihak lain untuk tidak 

lakukan apapun, sebagai contohnya hak berserikat, berkumpul dan 

berpendapat.20 

Nabi Muhammad SAW, pernah berpidato tentang hak-hak 

asasi budak dan kaum buruh, sebagai berikut : 

 
19 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-1 dan ke-4. 
20 Mohammad Fajrul Falaakh, Pertumbuhan dan Model Konstitusi, (Yogyakarta:UGM Press, 
2014) hlm 125. 
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“Wahai manusia! Ingatlah Allah,berkenaan dengan 

agamamu dan amanatmu ! Ingatlah Allah! Ingatlah Allah 

berkenaan dengan apa yang kamu kuasai dengan tangan 

kananmu (budak,buruh,dll). Berilah mereka makanan 

seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian 

seperti yang kamu kenakan! Janganlah mereka kamu bebani 

dengan beban yang mereka tidak mampu memikulnya, 

sebab mereka adalah daging,darah dan makhluk seperti 

kamu ! Ketahuilah, bahwa orang yang bertindak zalim 

kepada mereka, maka akuilah musuh orang itu di hari 

Kiamat, dan Allah adalah Hakim mereka”.21 

 

Pidato Nabi Muhammad Saw diatas, menurut Nurcholis 

Madjid mengilhami humanisme barat (eropa). Inilah yang kemudian 

mempengaruhi para pemikir Renainsance di Eropa pada abad ke-14. 

Salah satu tokoh pemikir Italia yakni Geovanni Pico de la Mirandola, 

yang secara tegas dan terus terang menyatakan bahwa harkat dan 

martabat manusia diketahui dari orang Arab yakni Nabi Muhammad 

Saw. Setelah itu bermunculan pemikir seperti Jhon Lock, yang 

menyuburkan konsep kemanusiaan di barat (Eropa) melalui 

pengaruhnya terhadap para pendiri Amerika Serikat, seperti Thomas 

 
21 Al-Khatib Muhamad, (editor) Kitab khuhab al-Rasul (Pidato-Pidato Rasul), (Kairo,Dar al-
Fadilah;1373 H. 
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Jefferson, John Quince, Franklin Roosevelt dan George Washinton 

yang merumuskan naskah deklarasi Amerika Serikat.22 

Melihat pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, maka 

dengan jelas terbaca adanya hubungan esensial antara Pancasila dan 

hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya hak asasi kemerdekaan 

segala bangsa. Seperti diketahui, bahwa perkemanusiaan dan 

perikeadilan merupakan rumusan yang termuat dalam Pancasila. 

Perikemanusiaan meliputi segala pandangan hidup yang ditujukan 

kepada masyarakat, dalam hubungan sosial kemasyarakatan sampai 

pada hubungan masyarakat dengan negara. Sila kemanusiaan harus 

meliputi dan mengisi peraturan hukum (undang-undang).23 

 

6. Teori Keadilan 

Menurut Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam 

institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. 

Suatu teori, betapapun elegan, begitu juga hukum dan institusi, tidak 

peduli betapapun efisiensi dan rapinya, harus direformasikan atau 

dihapuskan jika tidak adil. Mereka yang meyakini konsep keadilan 

yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil 

ketika tidak ada tindakan sewenang-wenang antar orang dalam 

memberikan hak dan kewajiban ketika aturan menentukan 

keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling bertentangan 

 
22 Nurcholis Madjid,Pesan-Pesan Taqwa (Jakarta:Paramadina,2003), hlm 162. 
23 Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia (HAM dan Hukum Pidana), 
(Jakarta:Ghalia Indonesia,1984),hlm 42. 
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demi kemanfaatan kehidupan sosial. Subjek utama keadilan adalah 

struktur dasar masyarakat,atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga 

sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta 

menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.24 

Prinsip-prinsip keadilan untuk struktur dasar masyarakat 

merupakan tujuan dari kesepakatan. Keadilan sebagai fairness dimulai 

dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat 

bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsep 

keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. 

Setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa 

memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan 

hukum (supremasi hukum), yang kesemuanya harus sesuai dengan 

prinsip keadilan. Dalam menyusun konsep keadilan sebagai fairness, 

salah satu tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana 

yang akan dipilih dalam posisi asali. Untuk melakukan hal ini, harus 

telebih dahulu menjelaskan dan merumuskan persoalan pilihan yang 

gunakan dengan cermat.25  

Menurut Razi dan penafsiran Al-qur’an terkait dengan kata 

“amanah” dalam bentuk jamak terdiri atas segala bentuk amanah 

yang harus dilaksanakan oleh seseorang, yang terutama adalah 

“keadilan”. Keadilan adalah pengertian yang luas dan mencakup 

segala kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan dan 

lebih manusiawi. Maka keadilan adalah kebaikan yang tidak 

 
24 John Rawls, Teori Keadilan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011), hlm 6-7. 
25 John Rawls, Ibid, hlm 13,14 dan 15. 
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mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan maupun dosa. 

Sehingga ketika telah melakukan keadilan, maka tidak melakukan 

ketidakadilan.26 

Terkait dengan keadilan dalam Islam telah mengatur hal 

tersebut yang termuat dalam Alqur’an surat Al-maidah:8 dan surat An-

nahl 16:90 sebagai berikut : 

Dalam surat Al-maidah  ayat (8), menyebut “Wahai orang-

orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang yang 

selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian-mu 

terhadap suatu kaum membuat-mu berlaku tidak adil. 

Berlakulah dengan adil, karena adil itu lebih dekat kepada 

taqwa.”27  

 

Dalam surat An-nahl ayat (16:90), menyebut “Sesungguhnya 

Allah memerintahkan kamu bersikap adil dan berbuat 

kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah 

melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.”28 

 

 
26 Mohammad Muslehudin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, (Yogyakarta:Tiara 
Wacana,1991), hlm 80-81. 
27 Lihat Al-qur’an surat al-maidah ayat (8). 
28 Lihat Alqur’an surat an-nahl ayat (16:90). 
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Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi 

sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat 

teosentrik, mengandung arti bahwa segala hal berpusat kepada Allah 

Swt. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam memiliki 

kelebihan yang tidak dijumpai dalam-dalam konsep keadilan 

menurut perspektif manusia.29 

Nurul Satria Abdi mengemukakan keadilan dalam Islam 

adalah keadilan yang merupakan perpaduan yang menyenangkan 

antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud tetapi 

mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari 

individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingan 

hukum yang sah. Keadilan dalam Islam adalah keadilan untuk semua 

manusia, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Sehingga 

keadilan dalam Islam adalah keadilan yang menggabungkan nilai-

nilai moral dan kepastian hukum.30 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendeketan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua jenis penelitian yakni 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  disebut juga 

penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

 
29  Muhammad Tahir Azhary,Op,Cit, hlm 124. 
30 Nurul Satria Abdi, Op,Cit, hlm 152. 
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undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas..31  

Penelitian hukum normatif, pendekatan penggunaan 

norma-norma yang ada dalam undang-undang dengan pendekatan 

konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual yaitu 

pendekatan dengan memahami konsep-konsep, pandangan-

pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Sedangkan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus 

berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi. 32 Metode hukum 

normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-

norma hukum Pasal 21 UU Rumah Sakit apakah telah sesuai dengan 

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila, sebagai dasar politik hukum 

Indonesia. 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian disertasi ini terkait Politik Hukum Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam 

Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan 

politik hukum nasional. 

 

 

 

 
31 Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2012),hlm 118. 
32 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm 58-60. 



27

RINGKASAN DISERTASI
HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.

 
 

 
 

3. Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan studi 

kepustakaan dari beberapa bahan hukum seperti : 

a. Bahan hukum primer : 

Berupa Alqur’an, dan Pancasila serta peraturan perundang-

undangan yakni, UUD RI 1945, UU Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit, UU Nomor 36 Tentang Kesehatan, 

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan 

PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Perkumpulan. 

b. Bahan hukum sekunder : 

Berupa buku, risalah rapat pembahasan RUU Rumah Sakit, 

naskah akademik RUU Rumah Sakit, Naskah Akademik 

RUU PT, jurnal,makalah hukum, majalah hukum, putusan 

hakim dan sumber kepustakaan lainnya.  

c. Bahan hukum tertier: 

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, seperti Koran, 

kamus  dan ensiklopedi. 

 

4. Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis kualitatif. 

Dalam analisis kualitatif pengolahan data yang dikumpulkan akan 

diolah dalam dan secara sistematis, selain itu analisis kualitatif pada 
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penelitian ini, lebih menggabungkan kajian secara hukum normatif 

dan kajian hukum sosiologis, terkait dengan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, serta kasus empirik sehinga dapat 

mengambil suatu kesimpulan dari penelitian tersebut. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT PRIVAT 

BERBENTUK PT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34  

AYAT (3) UUD 1945 
 

 

A. Politik Hukum Rumah Sakit Privat Berbentuk PT  

Rasanya benar juga pendapat Karl Marx, yang berpendapat 

bahwa hubungan kausalitas dalam kehidupan sosial, pada proses-

proses dialektika senantiasa penuh konflik, yaitu konflik kepentingan 

“kelas atas” dan kepentingan “kelas bawah”. Dalam konstelasi 

hukum-politik, di mana “kelas atas” mendominasi dan 

menghegemoni “kelas bawah”, maka peraturan perundang-

undangan banyak diproduksi dengan kecenderungan tergenggam di 

tangan “kelas atas”, dan mereka inilah yang mampu 

mendayagunakan undang-undang demi kepentingannya. Apabila 

jujur dan jeli meneropong reformasi hukum Indonesia, pendapat 

Marx tersebut jelas banyak benarnya. Betapa banyak demonstrasi, 

bentrok, dan sengketa hukum secara kualitatif maupun kuantitatif 

terus meningkat. Pendek kata, hanya mereka yang kaya dan/atau 

berkuasa saja yang layak bicara tentang hukum.33 Sampai pada 

 
33 Ibid, hlm 44 
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gambaran reformasi hukum seperti ini, terjawablah pertanyaan 

sekaligus sindiran Marc Galanter34, “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead”. 

Mengingat Pancasila begitu penting dalam perumusan 

perundang-undangan, maka menurut Maria Farida Indarti, secara 

positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman 

dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada setiap 

peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan 

kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-

undangan tersebut.Apabila melihat proses perumusan Pasal 21 UU 

Rumah Sakit, terdapat kecenderungan empirisnya (das sein) yang lebih 

dipengaruhi oleh politik dan kekuatan kapitalis yang kuat. 

Dikarenakan dalam perumusan rancangan undang-undang rumah 

sakit, baik Pemerintah (eksekutif) dan DPR-RI (legislatif), tidak 

mengkaji secara konstitusional kedudukan rumah sakit privat 

berbentuk Perseroan Terbatas dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.  

 

1. Meninjau Kembali Landasan Rumah Sakit Privat berbentuk PT 

dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. 

Dalam penelitian penulis terhadap risalah rapat rancangan 

undang-undang rumah sakit (RUU rumah sakit) bahwa anggota DPR-

RI terlihat seperti representatif dari para pemilik modal rumah sakit 

privat berbentuk PT, dikarenakan tidak ada satupun anggota DPR-RI 

yang membahas dan melakukan kajian secara filosofis terkait 

 
34 Marc Galanter, “ Why the ‘Have’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal 
Change”, dalam Law and Society, Fall,1974, hlm 95-151. 
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kedudukan Rumah Sakit Privat berbentuk PT sebagaimana diatur 

dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

Rumah Sakit dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, sehingga kekuatan 

dan kepentingan non hukum sangat mempengaruhi dalam 

pembentukan undang-undang ini.  

Dalam pengkajian dan penelitian penulis dalam risalah 

rapat pembahasan RUU rumah sakit, yang ditemukan adalah 

memang telah ada kesengajaan dalam mendorong untuk terwujudnya 

rumah sakit privat berbentuk PT, hal ini terlihat dimana dari 10 

(sepuluh) Fraksi yang terdiri dari : Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai 

PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, 

Fraksi PBR, Fraksi PKB , Fraksi BPD dan Fraksi PDS. Dari 10 (sepuluh) 

Fraksi yang terlibat dalam perumusan dan pembentukan RUU Rumah 

Sakit tersebut, seakan terlihat tidak serius dalam membahas 

kedudukan rumah sakit privat PT dalam perspektif Pasal 34 ayat (3) 

UUD 1945. Penelitian penulis dalam risalah rapat pembahasan RUU 

rumah sakit, kesimpulannya seluruh Fraksi yang terlibat menyetujui 

pengaturan rumah sakit privat berbentuk PT dengan mengharuskan 

rumah sakit privat berbentuk PT tetap menjalan fungsi sosial selain 

mencari keuntungan ekonomi.  

Menurut penulis bentuk dari suatu produk undang-undang 

itu responsif atau tidak tentu patokan dasarnya adalah UUD 1945, 

artinya segala produk hukum yang dibuat politik hukumnya harus 

berdasarkan dan sesuai dengan politik hukum yang termuat dalam 

pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Pasal 21 UU Rumah Sakit 
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adalah salah satu produk hukum yang tidak responsif, dikarenakan 

tidak sesuai amanat yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. 

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak”. Apabila mencermati pasal tersebut, maka 

pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit tidak bisa dialihkan 

sepenuhnya menjadi swasta yang berbentuk PT, dikarenakan PT 

cenderung individualistis, liberalisme dan akan menghindari 

intervensi negara, sehingga tidak sesuai dengan cita hukum Pancasila 

sebagai dasar politik hukum. 

Dominanya konfigurasi politik, dibandingkan dengan 

hukum sebagaimana pendapat di atas, hal tersebut juga penulis 

dapatkan dalam rapat risalah RUU rumah sakit, di mana terkait 

pembahasan Pasal 21 UU Rumah Sakit, tidak ada satupun anggota 

DPR-RI yang membahas secara khusus rumah sakit privat berbentuk 

PT, dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 baik dari aspek filosofis, 

sosiologis dan hukum, dan tidak juga membahas Pancasila sebagai 

cita hukum negara dalam merumuskan UU Rumah Sakit.  

 

2. Perumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit di DPR-RI oleh Pembentuk Undang-

Undang 

Dalam pengkajian penulis, menemukan secara substansial 

terdapat kegagalan dalam politik hukum, di mana dalam Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, oleh pembentuk 
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undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR-RI, telah sengaja 

menempatkan rumah sakit sebagai institusi mandiri yang terlepas dan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU 

Kesehatan). Hal ini terlihat di mana UU Kesehatan tidak dimasukan 

ke dalam konsiderans UU Rumah Sakit.  

Pengkajian penulis, diperkuat oleh pendapat Edi Surya dan 

Amal Chalik bahwa sengaja atau tidak sengaja, hal ini menempatkan 

rumah sakit sebagai institusi mandiri yang bukan merupakan bagian 

dari sistem kesehatan nasional (SKN). Tidak ditemukan satupun kata 

atau kalimat yang menyebutkan rumah sakit merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam SKN. Hal ini membuat masyarakat semakin 

sulit untuk dapat memahami kedudukan rumah di negeri ini sakit 

sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.35 

Pentingnya UU Rumah Sakit memasukan UU Kesehatan di 

dalam konsiderans, dikarenakan keduanya memiliki hubungan secara 

konstitusional dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat 

(3) UUD 1945. UU Kesehatan secara umum menjadi rujukan untuk 

segala aspek pengaturan kesehatan baik itu sumber daya manusia 

seperti halnya dokter, apoteker, perawat, bidan,rekam medis dan lain-

lain. Selain itu, termasuk juga pengaturan terkait teknologi dan 

kebijakan dalam bidang kesehatan, seperti halnya peraturan pada 

tingkat menteri kesehatan dan keputusan menteri kesehatan. Selain 

aspek konstitusional di atas, dalam bidang kesehatan, upaya 

 
35 Edi Surya dan Amal Chalik, Op.Cit. hlm 194 
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pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi inilah yang 

mengharuskan pengaturan UU Rumah Sakit tidak boleh bersifat 

mandiri dan tidak boleh juga menjauh dari Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  

Penyebab lahirnya rumah sakit privat berbentuk PT 

dipengaruhi oleh orientasi rumah sakit yang sebelumnya adalah 

lembaga sosial berubah menjadi lembaga sosio-ekonomi. Kebutuhan 

dan peningkatan operasional dan mutu pelayanan rumah sakit 

memerlukan pembiayaan besar. Apabila kembali melihat risalah rapat 

rancangan undang-undang rumah sakit, dengan jelas tidak ada 

satupun dari fraksi-fraksi anggota DPR-RI yang mempersoalkan 

kehadiran rumah sakit privat berbentuk PT dalam UU Rumah Sakit, 

serta tidak ada juga yang mengusulkan rumah sakit privat dikelola 

dengan bentuk yayasan dan perkumpulan. 

Namun herannya fraksi-fraksi anggota DPR-RI, bahkan 

menyetujui kehadiran rumah sakit privat berbentuk PT, dengan 

kewajiban tetap melaksanakan fungsi sosial sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 UU Rumah Sakit36. Sedangkan fungsi sosial sendiri 

dalam penjelasan UU Rumah Sakit adalah bagian dari tanggung 

jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan 

moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya 

 
36 Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai 
kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti 
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan kesalamatan pasien, serta mempunyai fungsi 
sosial. 
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yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan 

pelayanan kesehatan.  

Menurut Eko Rial, CSR mewakili kompromi antara etika 

dan perilaku-perilaku tertentu, di mana CSR diciptakan untuk 

meningkatkan kesan baik perusahaan di dalam masyarakat, di mana 

perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk 

menjadikan kepedulian sosial perusahaan sebagai unsur yang 

ditawarkan kepada masyarakat, nampak bahwa penguasa negara 

dalam bidang perundang-undangan, memberikan kesan bahwa 

mereka “telah” berusaha untuk mengakomodir sebuah regulasi yang 

responsif atau populistik dengan tetap menjunjung demokratis 

(bukan otoriter). Mereka ingin “menunjukkan” kepada publik bahwa 

produk hukum yang dihasilkan sangat mencerminkan rasa keadilan 

dan memenuhi harapan masyarakat (produk hukum yang responsif 

atau populistik).37 

Penulis sepakat dengan pendapat Eko Rial, bahwa fungsi 

sosial atau CSR, hanya sebagai pembentuk kesan baik dan menjadikan 

kepedulian sebagai tawaran hadirnya rumah sakit privat berbentuk 

PT. Hal ini terlihat dalam risalah rapat pembahasan RUU Rumah 

Sakit, di mana eksekutif dan legislatif cenderung mendorong 

berkembangnya rumah sakit privat berbentuk PT, dengan alasan 

bahwa rumah sakit adalah institusi yang padat akan modal, teknologi 

 
37 Eko Rial Nugroho, Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya) Jurnal Hukum Ius Quia 
Iustum No. 3 Vol. 21, 2014, hlm 499-500. 
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dan sumber daya manusia. Dalam pandangan lain penulis, melihat 

eksekutif dan legislatif jadikan fungsi sosial untuk mendapatkan 

pembenaran, bahwa eksekutif dan legislatif telah menjalankan HAM 

dan kesejahteraan, serta juga untuk menujukkan kepada masyarakat 

bahwa Pasal 21 UU Rumah Sakit adalah produk hukum responsif 

yang telah sesuai politik hukum. 

Dalam risalah rapat pembahasan RUU Rumah Sakit, penulis 

mencermati kebanyakan anggota DPR-RI hanya berfokus pada 

pembahasan pendirian rumah sakit privat berbentuk PT dalam 

kegiatannya harus tetap menjalankan fungsi sosial dan kemanusiaan, 

yang dalam implementasinya belum tentu dijalankan bagi rumah 

sakit privat berbentuk PT. Seharusnya  yang menjadi fokus anggota 

DPR-RI, yakni menolak kehadiran rumah sakit privat PT dengan 

mengusulkan rumah sakit privat berbentuk yayasan dan 

perkumpulan. Dikarenakan dalam yayasan dan perkumpulan telah 

berjiwa sosial-kemanusiaan, sehingga tidak perlu kemudian jadikan 

CSR sebagai bukti bahwa Pasal 21 UU Rumah Sakit telah sesuai 

dengan politik hukum. 

Berikutnya terdapat kekacauan dalam pembentukan norma 

hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit, 

yang berbunyi “Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Badan Hukum yang bersifat nirlaba”. Letak kekacauan di mana badan 

hukum nirlaba, yang dalam hal ini hanyalah yayasan dan 

perkumpulan dimasukan dalam pengelolaan rumah sakit publik, 
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sedangkan apabila kembali melihat ketentuan UU Nomor 16 Tahun 

2000 Tentang Yayasan  jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001Tentang Yayasan  dan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar Perkumpulan, tidak pernah menyebut Yayasan dan 

Perkumpulan sebagai badan hukum publik.  

Semakin terlihat bahwa rumah sakit dengan bentuk yayasan 

dan perkumpulan sengaja tidak diakomodir dalam UU Rumah Sakit. 

Seharusnya rumah sakit berbentuk badan hukum yayasan dan 

perkumpulan, dibuat pasal-pasal tersendiri dalam UU Rumah Sakit, 

sehingga tidak digabungkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit, 

yang berdampak pada ketidak jelasan dan lemahnya kedudukan 

rumah sakit yang berbentuk yayasan dan perkumpulan. 

Senada dengan hal diatas menurut Arief Tajali38, dengan 

tidak ada kepastian hukum yang mengatur peluang Rumah Sakit 

publik swasta (yayasan dan perkumpulan) untuk memperoleh 

insentif pajak. Akibat dari ketidakpastian makna dari istilah “kelola” 

pada Pasal 20 dan 21 UU Rumah Sakit, sementara sesuai Pasal 7 UU 

Rumah Sakit, mengharuskan sebuah rumah sakit yang didirikan 

swasta harus berbentuk badan hukum. Ketidakpastian istilah kelola 

tersebut menyebabkan ketidakpastian bentuk badan hukum rumah 

 
38 Arief Tajali, Hak Rumah Sakit Publik Swasta Untuk Memperoleh Insentif Pajak Berdasarkan 
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,Soepra Jurnal Hukum Kesehatan. 
Vol 1. No 1, hlm 10. 
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sakit berbentuk badan hukum nirlaba  dan ketidakpastian dalam 

menentukan pemilik rumah sakit badan hukum nirlaba, yang 

akhirnya akan membuat ketidakjelasan kepada siapa insentif pajak 

akan diberikan. 

Hal tersebut terlihat juga dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perizinan 

Rumah Sakit Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Izin Rumah Sakit Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) 

diberikan oleh Menteri”, dan ayat (2) “untuk mendapatkan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit penanaman modal 

asing (PMA) harus memenuhi persyaratan harus berbentuk badan 

hukum Perseroan Terbatas (PT)”. Selanjutnya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010, telah dicabut dan 

diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 

Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 64 ayat (1) 

berbunyi “Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas A 

dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal 

dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan 

rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada 

Pemerintah Daerah Provinsi”. 

Apabila melihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing, berbunyi “Penanaman 

modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang 

berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha 

perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



39

RINGKASAN DISERTASI
HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.

 
 

 
 

undangan”. Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa kehadiran rumah 

sakit privat berbentuk PT, merupakan desain yuridis yang tentu 

memiliki keterkaitan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 

Tujuannya menjadikan rumah sakit sebagai industri untuk jauh dari 

hakikat wadah sosial-kemanusiaan dan bertentangan dengan Pasal 34 

ayat (3) UUD 1945. 

 

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Nomor 38/PUU-XI/2013 Terkait Keterbatasan Negara dalam 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 

Dalam pengkajian penulis, Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan Nomor 38/PUU-XI/2013 yang diajukan Persyarikatan 

Muhammadiyah, di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi memiliki interpretasi tersendiri terkait Pasal 34 ayat (3) 

UUD 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak”. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi, mengingat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 adalah prinsip 

konstitusi yang harus dilindungi, di jalankan oleh negara. Mengingat 

banyaknya warga negara yang harus diurus dan dipenuhi oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada satu sisi, 

dan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pada sisi 



40

POLITIK HUKUM PASAL 21 UU NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT 
DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UUD 1945

 
 

 
 

lain, pembentuk undang-undang membuka kesempatan kepada 

masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan 

kesehatan kepada masyarakat, baik yang bertujuan profit maupun 

yang bertujuan nirlaba. Menurut Mahkamah Konstitusi, dibukanya 

kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan/atau 

mengolah rumah sakit nirlaba mapun rumah sakit bertujuan profit, 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga negara 

sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.39 

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan 

hukumnya bahwa apapun bentuk badan hukum rumah sakit 

dimaksud harus dapat mengakomodasi setidaknya 4 (empat) hal, 

yaitu i) adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi 

seluruh warga negara dan/atau penduduk; ii) adanya kebebasan 

warga negara untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan;iii) pengelolaan usaha rumah sakit harus 

dilakukan secara professional sesuai prinsip-prinsip umum dalam 

penyediaan fasilitas pelayanan rumah sakit, dan iv) terpenuhi hak 

masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang 

layak.  

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan 

hukumnya, tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan 

pembedaan antara rumah sakit privat dengan rumah sakit publik. 

Wajar saja, jika rumah sakit yang bertujuan mencari profit dengan 

 
39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, hlm 77. 

 
 

 
 

memberikan pelayanan khusus atau layanan premium bagi 

masyarakat yang mampu, sedangkan rumah sakit publik dan non 

profit memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya 

dengan standar pelayanan yang ditentukan pemerintah. Menurut 

Mahkamah Konstitusi, keharusan berbentuk badan hukum khusus, 

yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara 

usaha perumahsakitan yang bertujuan profit adalah sesuatu yang 

sewajarnya dan mutlak diperlukan 40 

Apabila melihat pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi di atas, menunjukan bahwa antara das sollen dan das sein 

tidak selalu sejalan. Mahkamah Konstitusi pada sisi lain 

membenarkan bahwa Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 adalah prinsip 

konstitusi yang harus di lindungi dan ditegakan. Artinya pada satu 

sisi, kapitalisme yang terwujudkan dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit 

adalah norma yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, 

namun pada sisi das sein, Mahkamah Konstitusi memberikan peluang 

hadirnya Rumah Sakit berbentuk PT, di mana dalam pertimbangan 

hukumnya menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak membatasi atau 

menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan 

usaha perumahsakitan. 

Bagir Manan dalam Pidato Mengakhiri Jabatan Guru 

Besarnya yang berjudul “Menemukan kembali Undang-Undang 

Dasar 1945”, menyampaikan bahwa dalam konteks Indonesia, 

 
40 Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi hal 77. 
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memberikan pelayanan khusus atau layanan premium bagi 

masyarakat yang mampu, sedangkan rumah sakit publik dan non 

profit memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya 

dengan standar pelayanan yang ditentukan pemerintah. Menurut 

Mahkamah Konstitusi, keharusan berbentuk badan hukum khusus, 

yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara 

usaha perumahsakitan yang bertujuan profit adalah sesuatu yang 

sewajarnya dan mutlak diperlukan 40 

Apabila melihat pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi di atas, menunjukan bahwa antara das sollen dan das sein 

tidak selalu sejalan. Mahkamah Konstitusi pada sisi lain 

membenarkan bahwa Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 adalah prinsip 

konstitusi yang harus di lindungi dan ditegakan. Artinya pada satu 

sisi, kapitalisme yang terwujudkan dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit 

adalah norma yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, 

namun pada sisi das sein, Mahkamah Konstitusi memberikan peluang 

hadirnya Rumah Sakit berbentuk PT, di mana dalam pertimbangan 

hukumnya menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak membatasi atau 

menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan 

usaha perumahsakitan. 

Bagir Manan dalam Pidato Mengakhiri Jabatan Guru 

Besarnya yang berjudul “Menemukan kembali Undang-Undang 

Dasar 1945”, menyampaikan bahwa dalam konteks Indonesia, 

 
40 Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi hal 77. 
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demokrasi sosial yang menjamin keadilan sosial, asas kekeluargaan 

serta menolak segala bentuk liberalisme dan individualisme 

merupakan dasar-dasar filosofis negara yang ditetapkan oleh para 

pendiri negara dan perumus UUD 1945. Dengan demikian, ketika 

tidak menjalankan nilai-nilai filosofis dan UUD 1945, bukan saja 

melakukan penyimpangan, namun juga telah melanggar UUD 1945.41 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-

XI/2013 terkait pengujian UU Nomor No 7 Tahun 2004 Tentang 

Sumber  Daya Air yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, 

di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah 

membenarkan bahwa demokrasi ekonomi adalah yang 

dikonseptualisasi berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa 

Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan liberal, 

sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas 

dasar kekeluargaan.42 Dari kedua putusan Mahkamah Konstitsi 

tersebut di atas,walaupun memiliki perbedaan dalam objek pengujian 

undang-undang terhadap UUD 1945, namun memiliki fokus yang 

sama yakni melawan liberalisme-kapitalisme yang mulai 

mendominasi pereokonomian nasional dan kesejahateraan sosial 

yang mengandung nilai kolektivitas dan intervensi penuh negara 

terhadap kepentingan warga negara. 

 
41 Bagir Manan, Menemukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pidato Mengakhiri Jabatan 
Guru Besar, Bandung, 6 Oktober 2011, hlm 24. 
42Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm 135 
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Akan tetapi, dari sini terlihat bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan hukum 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk memberi solusi 

hukum, baik terhadap kedudukan hukum rumah sakit nirlaba yang 

belum jelas diatur dalam UU Rumah Sakit dan kehadiran rumah sakit 

berbentuk PT yang tidak bisa dihindari, dikarenakan kebutuhan 

negara pada sisi das sein. Dalam konteks yang lebih universal, hal ini 

terkait juga dengan sumber daya manusia Indonesia yang 

mendapatkan lapangan pekerjaan dengan hadirnya rumah sakit 

berbentuk PT, di mana mengurangi beban negara dalam menyediakan 

lapangan pekerjaan. Namun dari sisi juga, terdapat problem 

pertentangan terhadap ideologis yang oleh penulis menilai ini adalah 

problem serius yang tidak bisa juga negara abaikan.  

Hadirnya rumah sakit privat berbentuk PT, sebenarnya 

tidak hanya terkait dengan pelayanan kesehatan yang merupakan 

dari kesejahteraan sosial Indonesia yang memiliki dimensi sosialisme, 

akan tetapi memiliki kaitan dengan dimensi ekonomi, sehingga 

kondisi seperti ini dapat dikatakan sistem ekonomi Indonesia juga 

menganut market-socialisme43, di mana walaupun hari ini telah di 

dominasi kapitalisme, namun masih di dominasi dimensi sosialisme. 

Penulis memberikan solusi bahwa ketika negara belum 

mampu menyediakan fasiltas pelayanan kesehatan di seluruh 

Indonesia, maka negara juga harus memberikan kesempatan yang 

 
43 Lihat pendapat Sri Adiningsih di https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18389/ada-
perubahan-paradigma-sistem-ekonomi-dalam-konstitusi/. Diakses pada 27 Januari 2020. 
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sebesar-besarnya kepada rumah sakit privat berbentuk yayasan dan 

perkumpulan, sehingga ke depan rumah sakit privat tidak selalu 

dimaknai dan didominasi oleh rumah sakit berbentuk PT atau  

perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit. 

Terakhir, kedepan dalam membentuk undang-undang, 

pembentuk undang-undang harus membatasi ruang lingkup rumah 

sakit PT yang lahir dari penanaman modal asing. Hal ini bertujuan 

agar pelayanan kesehatan di Indonesia tidak terjun bebas kedalam 

pasar bebas. Walaupun pada sisi lain, negara belum mampu 

menyediakan secara menyeluruh fasilitas pelayanan kesehatan rumah 

sakit di Indonesia, namun hakikatnya ideologi negara tidak menganut 

liberalisme-kapitalisme.  

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan 

penfasir makna pasal-pasal dalam UUD 1945 serta menjawab 

tantangan permasalahan hukum baik dalam konteks das sollen dan das 

sein. Menurut penulis, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di 

atas, tanpa disadari telah mengubah arah politik hukum nasional, di 

mana dalam keadaan sosiologis hukum harus menerima kapitalisme-

liberalisme dalam bidang pelayanan kesehatan rumah sakit di 

Indonesia, walaupun pada sisi lain, para pendiri bangsa seperti Pidato 

Soekarno pada 1 Juni 1945 secara tegas menolak kapitalis dan 

Muhammad Hatta dalam persidangan BPUPKI telah merancang 

bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar 

kolektif dan cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang 

banyak, dikuasai oleh pemerintah. 

 
 

 
 

Apabila meminjam penyampaian Mahfud MD pada bagian 

sebelumnya, pada sisi lain dapat dikatakan bahwa Pasal 21 UU 

Rumah Sakit yang membenarkan hadirnya rumah sakit berbentuk PT 

adalah produk hukum yang cacat secara ideologis. Dikarenakan Pasal 

34 ayat (3) UUD 1945 mengandung makna tanggung jawab negara 

dalam bidang pelayanan kesehatan, sehingga tidak bisa dilepaskan 

dalam pasar bebas yang menjauhkan tanggung jawab negara. Namun 

ada catatan penting dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 

di atas bahwa Mahkamah Konstitusi44 mengakui terdapat pula 

pelayanan rumah sakit oleh pihak swasta yang pelayanannya tidak 

baik, sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat, maka 

terkait pelayanan kesehatan demikian, hal terpenting menurut 

Mahkamah Konstitusi adalah adanya pengawasan yang ketat oleh 

negara atas kualitas dan standar layanan rumah sakit.  

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, 

memiliki hubungan dengan kasus kematian bayi Debora yang telah di 

jelaskan dalam latar belakang di atas, dari sini juga terdapat catatan 

penting bahwa ketika rumah sakit berbentuk PT adalah suatu 

kenyataan hukum yang tidak bisa di tolak secara yuridis sosiologis, di 

mana secara kontekstual, hukum tidak hidup dalam ruang hampa. 

Penulis memaknainya dalam 3 (tiga) hal. Pertama, dalam keadaan 

yuridis sosiologis negara belum mampu menyiapkan fasilitas 

pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (3) 

 
44 Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi hal 79 
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Apabila meminjam penyampaian Mahfud MD pada bagian 

sebelumnya, pada sisi lain dapat dikatakan bahwa Pasal 21 UU 

Rumah Sakit yang membenarkan hadirnya rumah sakit berbentuk PT 

adalah produk hukum yang cacat secara ideologis. Dikarenakan Pasal 
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jelaskan dalam latar belakang di atas, dari sini juga terdapat catatan 

penting bahwa ketika rumah sakit berbentuk PT adalah suatu 

kenyataan hukum yang tidak bisa di tolak secara yuridis sosiologis, di 

mana secara kontekstual, hukum tidak hidup dalam ruang hampa. 

Penulis memaknainya dalam 3 (tiga) hal. Pertama, dalam keadaan 

yuridis sosiologis negara belum mampu menyiapkan fasilitas 

pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (3) 

 
44 Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi hal 79 
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UUD 1945, maka  secara hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangan hukum di atas, membenarkan kehadiran rumah sakit 

berbentuk PT.  Kedua, pembuatan peraturan perundang-undangan 

tidak bisa dilepaskan dari kekuatan kelompok pemilik modal besar 

yang menginginkan kepentingannya dilegalisasi dan diakomodir 

dalam undang-undang sebagai representasi kekuatan kapitalis. 

Ketiga, ketika kehadiran rumah sakit berbentuk PT diakui oleh 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, bukan sebagai 

kebenaran bahwa produk hukum Pasal 21 UU Rumah Sakit telah 

sesuai dengan politik hukum nasional, dikarenakan Indonesia 

bukanlah negara penganut liberalisme, tetapi secara ideologi 

menggabungkan nilai-nilai individualisme dan kolektivisme. Keempat, 

ketika pembentuk undang-undang memberikan kesempatan yang 

luas untuk rumah sakit berbentuk PT sebagaimana Pasal 21 UU 

Rumah Sakit, maka pembentuk undang-undang ke depan juga harus 

memberikan kesempatan yang luas bagi rumah sakit privat berbentuk 

yayasan dan perkumpulan untuk memberikan kontribusi pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat secara luas, dengan cara memperjelas 

kedudukan dan pengelolaan rumah sakit yayasan dan perkumpulan 

yang harus dikategorikan sebagai rumah sakit privat bukan rumah 

sakit publik sebagaimana Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit dan secara 

tegas juga rumah sakit yayasan dan perkumpulan tidak bisa berubah 

menjadi rumah sakit PT. 

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, 

menurut penulis seharusnya ini menjadi momentum untuk 
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memperkuat kedudukan rumah sakit nirlaba yakni perkumpulan dan 

yayasan, di mana saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit, tidak jelas pengaturan pengelolaannya 

dan memudahkan rumah sakit nirlaba dialihkan menjadi rumah sakit 

privat berbentuk perseroan terbatas. 

 

B. MEMBANGUN KEMBALI RUMAH SAKIT PRIVAT YANG 

SESUAI DENGAN LANDASAN POLITIK HUKUM 

INDONESIA. 

Dalam politik hukum Indonesia, sekiranya oleh penulis 

terdapat 3 (tiga) tatanan utama yang menjadi patokan politik hukum 

perundang-undangan di Indonesia khusus dalam bidang pelayanan 

kesehatan rumah sakit, yaitu sebagai berikut : 

1) Dalam tatanan pergulatan politik di DPR dalam 

pembuatan UU harus berdasarkan sila-sila Pancasila, 

sebagai wujud penguatan demokrasi yang berdampak 

pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum; 

2) Pada tatanan ekonomi dan sosial dalam pelayanan 

kesehatan rumah sakit, politik hukum harus dibentuk 

sesuai dengan sila ke-2 dan sila ke- 5 Pancasila, tujuannya 

mencegah agar produk hukum tidak di intervensi oleh 

para investor yang berjiwa liberalisme dan kapitalisme; 

3) Pancasila dan UUD 1945, harus menjadi dasar dan 

patokan bagi Pemerintah dan DPR-RI dalam pembuatan 

produk undang-undang khusus dalam bidang pelayanan 
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kesehatan, sehingga Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya 

menjadi simbolik formal belaka;  

4) Selain Pancasila dan UUD 1945, secara khusus tatanan 

politik hukum, dalam bidang pelayanan kesehatan rumah 

sakit, termasuk segala komponen sumaber daya manusia 

(dokter, bidan, apoteker dan perawat serta tenaga 

kesehatan lainnya) harus bersumber dan berjiwa pada 

sumpah profesi dan nilai-nilai etik profesi.  

5) Rumah sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan 

harus menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Pasal 

34 ayat (3) UUD 1945 dalam pelayanan kesehatan rumah 

sakit.  

 

Dari keseluruhan argumentasi dan hasil penelitian yang 

telah penulis kemukakan, terdapat beberapa hal penting yang hendak 

penulis sampaikan dalam penulisan ini sebagai novelty, yang ke 

depan berguna bagi perkembangan dan penguatan peranan rumah 

sakit sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai 

dasar politik hukum nasional.  

Menurut penulis, telah terjadi problem ideologi jelas bahwa 

Pancasila tidak mengakui eksistensi liberal-kapitalisme. Dikarenakan 

Pancasila dalam konteks ideologi, tidak menganut individualisme 

sebagaimana dianut dalam bentuk perseroan terbatas, dalam hal ini 

rumah sakit privat berbentuk PT yang diatur dalam Pasal 21 UU 

Rumah Sakit. Walaupun Pancasila sebagai ideologi, Pancasila tidak 
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menutup diri terhadap berbagai hal-hal yang baik demi terwujudnya 

kesejahteraan. Dalam posisi ini, sebenarnya ideologi Pancasila tetap 

mengakui partisipasi warga negara untuk memajukan, 

memperjuangkan baik hak-hak individu dan hak kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur 

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 

 Pertentangan ideologis selanjutnya Rumah sakit berbentuk 

PT, tujuannya hanya mencari keuntungan ekonomi, keuntungan 

tersebut dibagikan kepada pemilik saham, yang dibalik itu memiliki 

jiwa individual dan ingin menghilangkan intervensi untuk 

memperkuat kegiatan bisnis perumah sakitan. Hal ini menjadi titik 

utama pertentangan ideologis, dikarenakan pengurus PT dan pemilik 

saham tersebut hanya berpikir mencari keuntungan ekonomi, tanpa 

memikirkan aspek sosial-kemanusiaan yang menjadi nilai dasar 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Maka dari itu hanya rumah sakit 

berbentuk yayasan dan perkumpulan yang sesuai dengan landasan 

politik hukum nasional, dikarenakan memiliki jiwa sosial-

kemanusiaan dan setiap keuntungan tidak terbagi dalam saham dan 

tidak di peruntukan kepada pengurus. Setiap keuntungan tersebut, 

dikembalikan lagi untuk memenuhi setiap kegiatan sosial-

kemanusiaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Sangat penting ke depan untuk membuat undang-undang 

rumah sakit yang baru, tujuannya memperjelas kedudukan dan 

pengelolaan rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan. Di 

mana nantinya, secara jelas diatur dan di masukan dalam pasal 
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tersendiri, sehingga tidak seperti sekarang yang tertuang dalam Pasal 

20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit. Dalam perumusan norma hukum, bukan saja rumah sakit 

pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak dapat dialihkan 

menjadi rumah sakit berbentuk PT, namun rumah sakit berbentuk 

yayasan dan perkumpulan juga tidak bisa dialihkan menjadi rumah 

sakit berbentuk PT, di mana saat ini Pasal 20 ayat (4) UU Rumah Sakit 

telah membuka peluang kapitalisme terhadap rumah sakit nirlaba. 

Sangat penting untuk diatur, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa 

ada fakta rumah sakit yayasan dan perkumpulan berubah menjadi 

rumah sakit berbentuk PT.  

Selain Pasal 21 UU Rumah Sakit yang membolehkan adanya 

rumah sakit berbentuk PT. Pasal 20 ayat (4) UU Rumah Sakit, telah 

membuka peluang liberalisme-kapitalisme dalam perumah sakitan 

Indonesia. Seharusnya rumah sakit bukan rumah sakit pemerintah 

dan pemerintah daerah saja yang tidak bisa dialihkan menjadi rumah 

sakit privat berbentuk PT. Akan tetapi, rumah sakit privat berbentuk 

yayasan dan perkumpulan yang menganut sosial-kemanusiaan juga 

tidak diberi peluang untuk menjadi rumah sakit perseroan terbatas. 

Sekiranya menurut penulis, hal ini telah masuk dalam wilayah 

ideologi Pancasila yang tidak hanya mengakui individual, namun 

juga mengakui hak kolektif sebagaimana yayasan dan perkumpulan 

yang menganut prinsip sosial-kemanusiaan. Jikalau pembentuk 

undang-undang membolehkan adanya rumah sakit privat berbentuk 

PT, maka seharusnya rumah sakit privat berbentuk yayasan dan 
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perkumpulan juga harus diperkuat baik secara kedudukan 

hukumnya, pengelolaanya sampai pada tidak bisa dialihkan menjadi 

perseroan terbatas.  

Rumah Sakit adalah garda terdepan untuk melaksanakan 

berbagai program, salah satunya menjalankan amanah dari Sistem 

Jaminan Sosial melalui program Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit memiliki masalah, di mana UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

tidak dimasukan dalam konsiderans UU Rumah Sakit. Secara hukum 

berdampak pada rumah sakit secara khusus Rumah Sakit Perseroan 

Terbatas akan sangat mudah menolak program BPJS, dikarenakan 

norma dalam UU Rumah Sakit tidak mengharuskan dan tidak ada 

sanksi hukum bagi rumah sakit ketika tidak menjalankan program 

BPJS. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangat perlu untuk 

membuat UU Rumah Sakit yang baru yang tidak melepaskan nilai 

filisosofis-konstitusional. Selain itu, penting kedepan UU Rumah Sakit 

harus terintegrasi dengan UU Kesehatan, UU Sistem Jaminan Sosial 

Nasional dan UU BPJS, tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih 

produk hukum dan mencegah kekuatan kapitalisasi rumah sakit. 

Selain Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang harus 

dijadikan sebagai dasar filosofis dan politik hukum dalam 

penyusunan undang-undang rumah sakit. Perlu diketahui bahwa 

penyusunan undang-undang yang terkait pelayanan kesehatan 

sebenarnya tidak bisa hanya berfokus pada undang-undang rumah 

sakit saja, namun juga perlu adanya integrasi secara yuridis. 
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Maksudnya dalam menyusun undang-undang rumah sakit ke depan 

harus di integrasikan dengan undang-undang kesehatan, undang-

undang yang mengatur perpajakan, undang-undang yayasan, 

pertaturan terkait perkumpulan. Hal ini bertujuan memperkuat 

kedudukan rumah sakit berbentuk yayasan dan perkumpulan yang 

sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai 

politik hukum nasional.  

 

1. YAYASAN DAN PERKUMPULAN SEBAGAI BADAN 

HUKUM RUMAH SAKIT PRIVAT 

Pengelolaan rumah sakit privat dalam Pasal 21 UU Rumah 

Sakit, hanya merujuk pada badan hukum yang bertujuan profit yang 

berbentuk PT. Dalam UU Rumah Sakit, khusus rumah sakit privat 

hanya mengatur terkait badan hukum PT, sehingga badan hukum 

yang lain contohnya yayasan dan perkumpulan tidak diatur secara 

jelas dalam UU Rumah Sakit, sehingga berdampak pada kedudukan 

sampai hak dan kewajiban rumah sakit yayasan dan perkumpulan 

sejauh ini tidak jelas. Pengakuan terkait kedudukan rumah sakit 

privat berbentuk yayasan dan perkumpulan, hanya dapat ditemukan 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PUU-XI/2013, 

seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

Tujuan yayasan dan perkumpulan hakikatnya, bergerak 

dalam bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 

Yayasan dan perkumpulan tetap mencari keuntungan, namun 

keuntungan tersebut dikembalikan lagi untuk memenuhi kebutuhan 
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yayasan dan perkumpulan. Hal ini yang sekiranya titik perbedaan 

secara filosofis antara yayasan dan perkumpulan dengan PT yang 

tujuan pendiriannya bukan untuk sosial kemanusiaan dan 

keuntungan ekonomi yang didapatkan PT kemudian di bagi-bagi 

pada pemilik saham. Perbedaannya setiap keuntungan yayasan dan 

perkumpulan, kemudian kembali lagi untuk menghidupi yayasan 

dan perkumpulan dalam menjalankan kegiatan sosialnya.  Dari sini, 

terlihat aspek kemanusiaan dan altruisme hanya terdapat dalam 

yayasan dan perkumpulan, dikarenakan keuntungan dari kegiatan 

pelayanan kesehatan tidak dibagikan pada pengurus dan pemilik 

saham seperti halnya rumah sakit perseroan terbatas. 

Hal di atas, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang berbunyi “Kekayaan Yayasan 

baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh 

Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau 

dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, 

Pengurus, Pengawas, karyaswan, atau pihak lain yang mempunyai 

kepentingan terhadap Yayasan.45 

Apabila kembali mencermati Pasal 20 ayat (2) UU Rumah 

Sakit, yang berbunyi “Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

badan hukum yang bersifat nirlaba”. Dalam pasal tersebut, terlihat 

baik eksekutif dan legislatif, telah melakukan kesalahan dalam 

 
45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 
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perumusan norma hukum, dikarenakan badan hukum nirlaba yang 

dimaksud dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit adalah 

yayasan dan perkumpulan. Secara hukum, baik itu yang diatur dalam 

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dengan 

tegas menyatakan bahwa “yayasan adalah badan hukum”. Selain itu 

dalam Pasal 1 butir 1 PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dengan tegas 

menyatakan bahwa “perkumpulan adalah badan hukum”. Sedangkan 

telah diketahui bahwa antara badan hukum publik dan badan hukum 

privat memiliki perbedaan.  

Di awal telah di jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 

dan Pasal 2 NBW yang dimaksud dengan badan hukum publik yaitu 

negara dan provinsi, sedangkan Pasal 3 NBW menyebutkan yang 

dimaksud badan hukum privat yaitu perkumpulan, perseroan 

terbatas,dan yayasan. Dari Pasal 20 ayat (2) UU Rumah Sakit juga 

memperlihatkan bahwa dalam pembuatan UU Rumah Sakit, eksekutif 

dan legislatif tidak melibatkan dan tidak mendengar pendapat para 

ahli hukum, sehingga berdampak pada kekacauan dan pertentangan 

dalam perumusan norma-norma dalam UU Rumah Sakit. 

 

2. YAYASAN DAN PERKUMPULAN SEBAGAI SOLUSI MASA 

DEPAN RUMAH SAKIT PRIVAT. 

Berbeda halnya dengan yayasan dan perkumpulan, sebagai 

contohnya rumah sakit yang didirikan oleh perkumpulan/ 

persyarikatan Muhamadiyah yang bergerak dalam bidang 
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kemanusiaan dan sosial. Dinilai telah sesuai dengan nilai-nilai yang 

tertuang dalam Sumpah Dokter dan Kode Etik Dokter, selain itu 

yayasan dan perkumpulan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

sebagaimana sila ke-2 dan sila ke-5. Rumah sakit privat yang 

berbentuk yayasan dan perkumpulan adalah badan hukum yang 

dalam kegiatannya tetap mencari keuntungan ekonomi, namun 

keuntungan ekonomi tersebut tidak dibagi dalam bentuk saham dan 

tidak diberikan pada pemilik saham seperti halnya PT. Keuntungan 

ekonomi yang hasilkan oleh rumah sakit privat berbentuk yayasan 

dan perkumpulan, sepenuhnya untuk kebutuhan pengelolaan rumah 

sakit untuk memenuhi kegiatan sosial-kemanusiaan, sehingga 

keuntungan tersebut tidak diberikan kepada pengurus dan pembina 

yayasan dan perkumpulan. 

Hasil penelitian penulis di atas, senada dengan pendapat 

Murjiyanto yang mengemukakan bahwa apabila merujuk dari 

pengertian yayasan tersebut, dapat diketahui beberapa hal, yang 

memberi penegasan bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk tujuan 

komersil, antara lain yang menyebutkan bahwa adanya harta 

kekayaan yang dipisahkan, tujuan yayasan menyangkut bidang 

sosial, keagamaan, dan kemanuisaan, dan yayasan tidak terdapat 

anggota. Dalam yayasan juga tidak dikenal adanya pembagian 

keuntungan kepada siapapun termasuk kepada pendiri, bahkan harta 

kekayaan yang telah disisihkan tersebut tidak dapat ditarik kembali, 

termasuk apabila yayasan bubar, maka sisa kekayaan yayasan dari 

hasil likuidasi tidak kembali kepada pendiri serta tidak bisa juga 
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dibagikan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Tujuan utama 

larangan pembagian keuntungan ini mempertegas dan menunjukkan 

bahwa orang yang melakukan kegiatan dalam yayasan tidak 

dimaksudkan untuk mencari keuntungan untuk kemudian dibagi 

seperti halnya pada perusahan (PT).46 

Yayasan dan perkumpulan seperti halnya Muhammadiyah, 

merupakan elemen penting negara Indonesia, yang telah memiliki 

bukti konkret dan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan rumah 

sakit berbasis nirlaba (sosial-kemanusiaan), sehingga dapat diambil 

benang merah bahwa hanya yayasan dan perkumpulan yang sesuai 

dengan Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 sebagai cita hukum 

dan dasar politik hukum pembuatan UU Rumah Sakit secara khusus 

rumah sakit privat kedepan (ius constituendum).  

Kehadiran rumah sakit privat berbentuk Yayasan dan 

Perkumpulan menurut penulis, tidak bertentangan dengan Pasal 34 

ayat (3) UUD 1945. Ada 3 (tiga) alasan menurut penulis, yang 

membuat Yayasan dan Perkumpulan sesuai dengan politik hukum 

Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yakni : 

1) filosofis : pendirian yayasan dan perkumpulan tujuannya 

yakni untuk mengabdi pada sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan, hal ini sesuai dengan sila ke-2 dan sila ke-5 

Pancasila. Selain itu, rumah privat berbentuk yayasan dan 

perkumpulan dapat membuat dokter dan seluruh tenaga 

 
46 R.Murjiyanto, Badan Hukum Yayasan. (Yogyakarta: Liberty,2011), hlm 71 



57

RINGKASAN DISERTASI
HASRUL BUAMONA, S.H., M.H.

 
 

 
 

kesehatan patuh terhadap aturan Sumpah Dokter/Profesi 

dan etika dokter/profesi, sehingga  jauh dari tindakan 

tidak bermoral dan tidak beretika, seperti contoh kasus 

gratifikasi perusahan farmasi terhadap dokter; 

2) sosiologis : partisipasi rumah sakit privat berbentuk 

yayasan dan perkumpulan sangat dibutuhkan, 

dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang 

membutuhkan akses pelayanan kesehatan rumah sakit, 

sedangkan pada sisi lain masih terbatasnya infrastruktur 

rumah sakit yang disediakan pemerintah, sehingga 

membutuhkan partisipasi masyarakat; 

3) yuridis : partisipasi yayasan dan perkumpulan dalam 

bidang pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, 

sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang 

mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan 

dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 

 

Menurut penulis, itu perlu didorong perubahan UU Rumah 

Sakit baik itu melakukan judicial review terhadap Pasal 21 UU Rumah 

Sakit yang tidak sesuai Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, atau juga dengan 

membuat UU Rumah Sakit yang baru dan  membuat rumusan baru, 

diantaranya : 

a. perlu memasukan UU Kesehatan, UU SJSN dan UU BPJS 

ke dalam Konsiderans UU Rumah Sakit; 
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b. nilai-nilai Pancasila, HAM dan Kesejahteraan harus 

dimasukan dalam Konsiderans UU Rumah Sakit yang 

baru; 

c. dalam UU Rumah Sakit yang baru, penting untuk 

memperjelas dan memperkuat kedudukan yayasan dan 

perkumpulan sebagai bagian dari rumah sakit privat 

dengan cara rumah sakit yayasan dan perkumpulan tidak 

bisa dialihkan menjadi rumah sakit privat berbentuk PT 

atau Persero, selain itu penting untuk Pemerintah 

membuat regulasi perpajakan yang mengurangi beban 

pajak bagi rumah sakit privat berbentuk yayasan dan 

perkumpulan; 

d. ketika pemerintah memiliki keterbatasan dalam 

membangun rumah sakit pada wilayah terdepan,terluar 

dan terpencil, maka tanggung jawab tersebut, harus 

dialihkan pada rumah sakit privat berbentuk yayasan dan 

perkumpulan; 

e. perlu ada pembatasan oleh pemerintah selaku regulator 

dan operator terhadap rumah sakit berbentuk PT. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

 
A. Kesimpulan 

1. Rumah Sakit privat berbentuk PT atau Perseroan tidak sesuai dan 

bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila 

sebagai landasan politik hukum nasional. Pada hakikatnya, 

negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan 

kesehatan termasuk pembangunan rumah sakit. Walaupun pada 

sisi lain, saat ini negara belum mampu memenuhi amanah dari 

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Fasilitas pelayanan kesehatan rumah 

sakit adalah wujud hadirnya Negara, untuk memenuhi 

kesejahteraan umum yang memiliki makna kemanusiaan yang 

adil beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pelayanan kesehatan rumah sakit yang termasuk dalam ekonomi 

sosial dan budaya (EKOSOB), menuntut peran aktif dan tanggung 

negara untuk menyediakan akses kesehatan. Sehingga sangat 

tidak relevan, ketika rumah sakit sebagai wadah sosial-

kemanusiaan diserahkan pada sistem ekonomi liberalisme-

kapitalisme, yang saat ini diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit. 

2. Dalam penelitian penulis, hadirnya Pasal 21 di mana dalam 

pembahasan UU Rumah Sakit, ditemukan bahwa Presiden dalam 
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hal ini Menteri Kesehatan dan DPR-RI sebagai pembentuk 

undang-undang, memang sengaja mendorong lahirnya rumah 

sakit berbentuk PT. Pada sisi lain, negara ingin melepaskan 

tanggung jawabnya sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) UUD 

1945, ke dalam mekanisme pasar bebas. Pembentuk undang-

undang dalam pembahasan UU Rumah Sakit, di DPR-RI tidak 

pernah mempersoalkan kehadiran rumah sakit berbentuk PT 

yang menganut liberalisme-kapitalisme dengan Pasal 34 ayat (3) 

UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan politik hukum nasional. 

Selain itu, pembentuk undang-undang dalam pembahasan UU 

Rumah Sakit di DPR-RI tidak memperkuat kedudukan hukum 

rumah sakit privat berbentuk Yayasan dan Perkumpulan yang 

menganut sosial-kemanusiaan, padahal telah sesuai dengan 

landasan politik hukum nasional. Pembentuk undang-undang 

telah keliru memasukan rumah sakit privat berbentuk yayasan 

dan perkumpulan dalam rumah sakit publik. Namun pada sisi 

lain, pembentuk undang-undang telah membuka peluang rumah 

sakit privat berbentuk yayasan dan perkumpulan menjadi rumah 

sakit privat berbentuk PT. 

3. Bentuk badan hukum rumah sakit privat ke depan, sebaiknya 

tidak berbentuk PT, melainkan harus berbentuk yayasan dan 

perkumpulan. Dikarenakan yayasan dan perkumpulan, 

kekayaannya yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan, serta tidak membagikan keuntungan kepada 
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anggotanya atau kepada pemilik saham seperti halnya rumah 

sakit privat berbentuk PT. Selain itu, rumah sakit privat berbentuk 

yayasan dan perkumpulan sangat erat keaitannya dengan sila ke-

2 dan sila ke-5 Pancasila yang merupakan landasan ideologi 

politik hukum nasional Indonesia. Dalam prinsip yang dimiliki 

yayasan dan perkumpulan tetap menjadikan rumah sakit privat 

sebagai wadah sosial-kemanusiaan di mana memiliki kaitan 

dengan altruisme dan Sumpah Dokter. Prinsipnya, segala 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan pelayanan 

kesehatan, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan cita 

hukum nasional, sebagimana termuat dalam Pancasila dan Pasal 

34 ayat (3) UUD 1945.  

 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Kedepan untuk Presiden dan DPRI-RI, Pancasila tidak hanya 

dijadikan sebagai simbolik belaka dalam pembuatan UU secara 

khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pelayanan kesehatan. Pancasila dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 

harus dijadikan sebagai landasan politik hukum UU dalam 

pembuatan UU Rumah Sakit. Tujuanya agar produk hukum 

tersebut, tetap memiliki nilai filosofis teoritis dan normatif 

operasional.  

2. Untuk Presiden dan DPR-RI, kedepan rumah sakit privat 

berbentuk yayasan dan perkumpulan yang harus dijadikan 

sebagai bentuk rumah sakit berbentuk privat, dikarenakan Pasal 
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21 UU Rumah Sakit secara konstitusional dinilai tidak sesuai 

dengan landasan politik hukum nasional yakni Pancasila dan 

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Hal ini terbukti secara historis 

dibuktikan dengan rumah sakit Persyarikatan Muhammadiyah 

sebagai wadah-sosial kemanusiaan.  

3. Presiden dan DPRI-RI ke depan membuat UU Rumah Sakit yang 

baru di mana Pasal 21 UU Rumah Sakit yang berbunyi “Rumah 

Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk 

Perseroan Terbatas atau Persero” diubah dengan frasa “Rumah 

Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 

dikelola oleh badan hukum yayasan dan/atau perkumpulan 

dengan tujuan sosial dan kemanusiaan”. Selain itu, perlu juga 

membuat norma hukum yang mempertegas bahwa rumah sakit 

privat yayasan dan perkumpulan tidak bisa dialihkan menjadi 

rumah sakit privat berbentuk perseroan terbatas. Perubahan frasa 

tersebut, bertujuan melahirkan produk hukum yang aspiratif-

responsif dan sesuai dengan Pancasila sebagai dasar politik 

hukum nasional. 

4. Melihat fakta sosiologis di mana kehadiran rumah sakit privat 

berbentuk PT yang telah memberi pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat secara luas, maka dari itu tetap diakui keberadaanya 

dengan pertimbangan pemerintah selaku regulator dan operator 

harus mengawasi pelayanan kesehatan rumah sakit privat 

berbentup PT untuk wajib menjalankkan program jaminan 
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kesehatan nasional dan membatasi jumlah dalam artian bahwa 

untuk rumah sakit privat berbentuk PT hanya diberlakukan pada 

wilayah perkotaan. Sedangkan kebutuhan pelayanan kesehatan 

rumah sakit di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal ketika 

pemerintah memiliki keterbatasan SDM dan pembiayaan, maka 

tanggung jawab tersebut diserahkan pada rumah sakit privat 

berbentuk yayasan dan perkumpulan. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan 

bagi seluruh manusia. Manusia yang membutuhkan upaya-upaya 

perbaikan kehidupan tidak hanya ekonomi, dan sosial, namun 

perbaikan pada pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan 

dasar setiap manusia. Hal lain yang membuat pelayanan kesehatan 

sangat penting, dikarenakan setiap upaya pembangunan oleh 

pemerintah harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang 

diciptakan dengan baik dan sistematis untuk pembangunan nasional. 

Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, salah 

satunya menyediakan rumah sakit untuk memberi pelayanan 

kesehatan yang paripurna kepada setiap warga negara. Hakikatnya 

terbentuknya negara Indonesia merupakan gerakan luhur para 

pendiri negara, dan seluruh komponen warga negara untuk 

menghadirkan kesejahteraan. Pelayanan kesehatan paripurna adalah 

bentuk dari keberhasilan negara mensejahterakan setiap warga 

negaranya.1  

 
1 Hasrul Buamona,Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis Dokter, 
(Yogyakarta:Parama Publishing, 2015), hlm 2. 
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